LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT 1T SEMARANG

JMOR : 9 TAHUN : 1981 SERI : B NOMOR : 6

PERATURAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR' 15 TAHUN 1980
TENT ANG

1JIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
JUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

inimbang: s, bahwa Peraturan Daerah Kabupa-
: ten Semarang tanggal 26 Maret
1956 Nomor 1/Pd/56 tentang Mep
buat dan Membongkar Bangunan,
yang diundangkan dalam Lembar-
an Daerah Jawa Tengah tanggal
3 Oktober 1956 Serli ¢ Nomor
54, sebagaimana teleh diubah
beberapa kall, terakhlir dengan

29




 Mengingat: 1,

w: P g

fsraturan Daerah Katbupaten Dag
rah Tingkat II Semarang Nomor
% Tahun 1976, diundsngkan da-
lam Lembaran Dserah Kabupaten
Dasrah Tingkat II Semarang tang
gal 22 Nopember 197¢ Seri B Ng
mor 2, sudah tidak sesual lagi
dengan perkembangan keadaan Kg
bupaten Daerah Tingkat II Semg
rang ;

bahwa sehubungan dengan hal tep
sabut di atas maka  dipandang §
perlu menggantil Peraturan Dae- 4
rah dimaksud depngan Peraturan
Dunerah Kabupaten Daerah Tiang- '
kat Il Semarang tentang Ijin
Mendirikan Bangunemn.

Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Poko¥-pokok Peme-
rintahan 41 Daerab {lembaran
Negara R.1, Tahun 1974 Nomor -
38, Tambaban Lembarsm  Negara |
Nomor 3Q37) ; - :

Undapg-~undang Nomor 13 Tshun 3
195G tenteng Pembsatukanr Dasc- i
rab-daerah Kaebupaten dalam ling |
kungan Propinei Jawa Tengah) ; |

Undang-undang Nomcy 12 / Drt,
Tahun 1957 tentang Peraturan

Unun Retribusl Daersh, Jo. Pog

aturan Pemerintah Homor 18 Ta- :
hun 195%% tentang Polaksanaan §
Penyerahan sebaglan dari urat-
an Pemerintah Pusat  mengenail

T z.r.-.'_?.ﬁ.-zﬁ.rf&fvxw'?_'_v>.t.v.f":‘-_u_--z»;!r;_ufsﬁs,-"»:_\_.é..r._:l,ww.mhm
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Poker jaan Umum kepada Propin-
sl-propingl serta penégasan -
tugas mengenal peker jaan umum

darl Dasrah-dasrah Otonom Ka-

bupaten, Kota besar damn . Kota
kecil di Jawa. -

Dengan persetujnan Dewan P@?ﬁakilan Rakyat
Daerah Ksbupaten Dasrah Tingggt 1I Semarang.

Menatapkam:

MEMUTUSK RN =

PERATURAN DAERAE KABUPATEN DAERAN
TINGKAT 1I SEMARANG 'PENTANG IJIN
MENDIRIKAN BAWGUNAN, |

BAB I,
KETENTUAN UMOM
’ .'.?_&3&1 l_o :

Dalsm Peraturan Daerel ini yeng
dimakeud dengan : , :

[

b,

d.

Bupati Kepala Dasrah asdalan
Bupati Kepals Daerak Tingkat

11 Ssmarang

Déwan Perwaitilan Rakyat Dae-
rak adalak Desan Porwakilan -
Rakyat Daerab Eabupnten Dne-
rah Tingkat II Semuarang ;

Dinaé Pekorjasn Umum  adalah
Dinae Pekerjaan Tmum Kabupa -
ten Dasrah Tingkat II  Sema-
rang ;

Penata Sempadan adalah pega-~

wai dalam lingkungan Pemerin~
tah Habupaten Dasrah =~ Tingkat




Ix Samaraug yang di&unjak oleh
Bupatl Kepala Dmerah  dsugan

tugas Bengsdakad  Pongawasun

dan pemsrikesamn terhadap ae-

tlap bangunan ysng sudah atau

gsedang didiriksn, perbaikan ,

parubahanh, parombalkan, dan

penindahan dalss batas ke -

tontuan peratursn perundang -

undangan yang berisku ;

Mendirikan adalah membuat atau
meRDaBgln, m@ruhahg dat msm-
perbailkd ; :

Bangunan adalah seiliap bangup
an dengan nams, bentuk dan dg
rl baban apapun ;

Ijir Memdirikan Bangunan{IMB)
adalah Sorat Feputusan Bupail
Kepala Dasrah teniamng pomberd.
an 1jin kepada pemobon untuk

mendirikan bangunan yang Bo-
moat ketentuav-ketentuan dan
p@%mﬁju%mgatumj@m rakils wag
barug diikuti/ditaati oleh pg
mohon yang bersangkolasn yang
dilampirl dengen gambar sitog
sl, gembar demsh, dan ganbar
rencana banguban yang Bor-
pangkutan ssria kelorangan-kg
terangan ialn yang diperlukam,

- Pamohon/pemegang L1iin Mendied

kan Bangunan sdalal orang abtay
badan yang bertanggung Jawab
atag pormohonan, pelsksanpan,

il
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(1).

(2).

(3).

-5 -

pemblaysan dan pegeln sesuatu '

yang berkaltan depgan bangun- -
an yang bersengkutan.

B AB II

PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

Pasal' 2

Setiap bangunan harus memilikl Iiin Mep
dirikan Bangunan, kecuall beberapa Jjo-
nip bangunan-bangunan yanlg didirikan -
olah dan/atau dengan anggarah Peperin -
tah dan/atau Pemerintah Daerah yang di-
tetapkan dengan Surat Keputusan Bupatl
Kepala Dasrah. ’

Padan Hukum, Badan Sosial, atan por-
orangan dilarang membual bangunan tanpa
terlebih dahulu mendapat I3in dardi Bupa
t1 Kepala Daerah atau tanpa memiliki

Ijin Mendirikan Bangunan,

Tidak diperlukan Ijin sebagal dimaksud

dalem ayat (2) Pasal ini, apabila men-
dirikan bangunan dan/atau melakukan pe-
kerjaan yang ads hubungannya dengan ba-
ngunan yang ditentukan dibawah ini ye-
itu ¢

a. Melepa, menpecet, mengapur, dan me-~
ngetir

b. Mengadakan pembetulan kecll-kecll pa
da lantai, langit-langit, dinding
atap dan pagsar ; . '

¢. Membuat lantal plester, ventiiasi,ta'
Jang air, kakus, dan saluran pem-
* buangan air kotor ; '

L3

b))
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d. Memindahkan pintu atau jendela s

?

¢. Memesang, melepaakan rujli-ruji jendg ;
la atau pintu ;- N%
#

f. Mendirikan pagar halaman yang bnhan- ‘
nya dari bawmbu ;

g. Merombak bangunan atas perintah dari
suatu instanei yang berwenang karena
alagan tertentu j

k. Dan lain sebageinys yang ditentukan
dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah. !

Pagal 3.

{1}. Untul mendapatkan Ijin Mendirikan  Ba-
ngunsn, pemohon mengajukan permohonan -
nys secara tertulls yamg diketahul oleh
Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat kg
pads Bupati Kepnla Daereh melaiui  Ke-
pala Dinas Pekerjaar Umum.

(2)., Permohonan sebagal dimaksud dalam ayat
(L} Pasal inl dibuat dengan cara meng-
1eil formulir Ijin Mendiriksm  Bangunan
dan dilengkapi dengan melerai serta di-
lampiri dengan keterangean-ketsrangan tegx
tulis lain yang ditentukan dengan Ko~
putusan Bupati Kepala Dasrah.

(3). Formulir Ijim Mendiriken Bangunan  dan
blangko-blangko formullr yang diperliu -~
kan dapat diperoleh pada kantor Dinas
Peker jaan Umum dengen wmenggantl ongkos
cotal sebesar . 100,~ (ssratus rupiah}.

{4), Sambil menunggu dilengkapinya keterangan
- keterangmn lain yang diperlukan sebagal
lampiran YIjin Hendirikan Bangunan suatu

3§
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1jin Mendirikan Bangunam suatu I3in Mep

dirikan Bangunan sudah dapat dlproses ,

.apablla ponohgn sudah melengkapi surat

permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang

' _diketahui oleh Kepala Desa/Lurah an
' Camat sétempat, gambar rencana, sertifi

(5).

6).

(7).

(8).

‘kat atau keterangan tentang status / pg
milikan tangh_(ijinflokasi ' .

Sebelum 1jin Mendirikan Bangunan di-
keluarkan atau diberikan melalul Kepala
Dinas Pekerjaan Umum pemohon  terlebih
dahulu sudah harus melunasi uang Bemn-—
padan, retribusi I1jin Banguran, uang

Jages dan lain - lain pungutan yang di-
tentukan dengan Peraturan perundapg-un

dangan yang berlaku. - ' Sy
Bangunan yang berada/terletak diluar ga

‘ris sempadan atau tidak terkena ketenty

an Guris Sempadan dibebaskan dari uang
sempadan. « -

Prosedure: penyelesaian suatu permochonan
Ijin: Mendirikan Bangunan yang belum cu-
kup diatur dalam Peraturan Dasrah  1ini

diatur dengan Keputusan Bupati Kepala

Daerah. : g _ T
Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2
(dua) bulan terhitung mulai permochonan
Ijin Mendirikan Bangunan beserta lampip
an-lampiran yang diténtukan dalam ayat
(4) Pasal ini, diterima Bupati Kepala
Daerah harus sudah mengambil keputusan
atas permobonan tersebut den menyampal.-

. kan pemberitahuan kepada pemchon, ke~

cuali_kglamba#an tersebut dircebabkan -
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(1).

(2).

(3).

(1).

(2).

=8 =

oleh kelaiaian pemohon,
Pagal 4. -

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di
tolak oleh Bupatl Kepala Daerah apabila

pemohon mengajukan permohonan untuk mep
buat bangunan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang ber-
laku atau bertentangan dengan kepenting
an umum, ' ;

Penolakan atas permohonan Ijin Mendiri-
kan Bangunan diberitahukan secara ter-
tulis kepada yang hersangkutan dengan
menyatakan alasan penolakan,

Dalam jangka waktu selambat-lambatnyal5
{lima belas) hari putusan penolakan su-
dah harus diberitahukan kepada pemohon
yang bersangkutan.

Pagal 5.

Ijin Mendirikan Bangunan gugur apabila
jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung -
8e jak diterimanya keputuean, pemegang
ijin Mendirikan Bangunan belum - mulai
mendirikan bangunan yang  bersangkutan
atau setelah dimulai selesali * dari 75%
nia kemudian terhentli/tertunda leblh dg
ri 1 (satu) tahun atau Ijin Mendirikan
Bangunan tidak diambil oleh pemochon da-
lam jangka waktu 6 (enam) bulan '’ ter-

‘hitung sejakQQitggimanya.paﬁbéritahuan,

Apabila ter;adi hal seperti dimeksud dg
lam ayat (1) Pasal ini, untuk mendiri -
kan atau meneruskan bangunan yang ber-~
sangkutan pemohon harus mengajukan per-
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:kaﬁéﬁdirikan Bangunan yang baru.
_;7___' o Pasal. 6. _
,});ra. Surat permohonan Ijin Mendirikan Ba~
. ngunan harus dilampirli dengan gambar
rencana yang jelas dan dapat memberl
_kan gambar yang lengkap tentang kong
truksi yang akan digunakan serta ke-
kuatannya terutama pada baglan-bagi-
an yang penting ;

b. Gambar rencana dibuat rangkap 4 (em-
pat) dan ditanda tangani olsh pemo-
hon 1jin dan/atau oleh pelaksana.

(2). Pada gambar rencana dilampiri dengan atau
termuat pula, antara lain : _

&, Gambar situasi ;

b, Gambar denah ;

¢. Gambar tampang bangunan. ;

d. Gambar penampang lintang ;

e. Garbar rencaha pondasi ;

f. Gambar rencana atap ;

g, Gambar letak kakuns, tempat kotoran -
( septictank), sumur minum, dan salup
an. pambuangan alr kotor ' v

(3). Gambar situasi dibuat dengan ukuran mi-

| nimal skala 1 ¢ 500 dan untuk gambar -~
gambar lainnya dibuat dengan ukuran ®=i-
- nimal 1 : 100 serta gembar-gamvar pe-
rincian/detall -dibuat dengan nzturan woi-
nim_ﬂl 1l : 20, : :

(4). Dalam permohonan Ijin Mendirikan Bangup
an dijelaskan tentang pembuatan bahan
dari baglan-bagian yang penting.

;mohonanfkaﬁbali untuk mendapatkan IJjin
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(5).

= 10

Bangunan yang ‘berdiri di1 atas ompak,dip
ding dari tabak atau papan, Bupati - Ke-
pala Daerahk dapat membebaskan darl ke-
wajlban untuk melengkapi surat permohop
an Ijin Mendirikan Bangunan dengan gam-

- bhar rencananya atau perhitungannya.

(6).

Apabila suatu permohonan Ijin Mendiri -
kan Bangunan, harus dilampiri dengan -
1jin lokasi dan atau ijin pengerin{anta_
nah, maka keterangan dimaksud diselesa]
kan oleh suatu Bagian pada Sekretariat

- Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

(7).

(1),
(2).

11 Semarang atas permintaan pemohon.

Blaya~blaya yang harus dibayar oleh pe-
mohon sehubungan dengan dikeluarkan ke-
terangan ijin lokasl dan 1ijin pengaring
an tanah ditetapkan oleh Bupati Kefa
Daerah sesual dengan katentuan Perat

an Perundang-undangan yang berlaku dan
pembayarannya dilakukan cleh pemohon sen
diri ke Kas Dmerah RKabupaten Daersh Ting
kat II Semarang.

Pagal 7.

Ijin Mendiriksn Bangunan dibuat dalam
bentuk buku, ukuran folio dan bersampul;

Pi dalam Ijin Mendirikan Bangunan  di-
cantumkan ketentuan-ketentuan yang ha-
rus diperhatlikan dan petunjuk -petunjuk
praktis iang harus diikuti antara lain
kontruksi bangunan yang akan digunakan,

kekuatan bangunan, cara pelaksanaan dan
lain sebagalnya yang diperlukan untuk
bangunan yang bersangkutan dan hal-hal

- yang berhubungan dengan Program - Pem-

_bangunan Pemerintah/Pemerintah Baerah,i--"

kesehatan '
esehata 38
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. kesehatan, dan keindahan, serta  uang
. pempadan, retribusl 1jin Bangunan,uang
‘legas dan lain-lain pungutan yang di-

(3).

(4},

).

(el.

(3).

).

“tentukan dengan Peraturau Perumdang-up
~dangan yang berlaku yang telah dibaysr

termasuk uraian perhitungannya ;

Pada Ijin Mendirikan Bangunan untuk bg
ngunan yang terletak ditepl jeclan d4i-
tambahkan keterangan bahwa yang  ber-
sangkutan tidak melanggar garis sempg
dan ;

Ketentuan-ketentuan tentang garis sep
padan diatur dengan Peraturan Dserah,

Pasal 8.

Apabila pemegang Ijin Mendirikan  Ba-
ngunan menghendaki perubahan ketentuan
yang telah ditetapkan atau pada gambar
rencana yang telah disyahkan maka ia

-harus memberitahukan maksudnya kepadns

Penata Sempadan atau Kepala Dinas Fe-
kerjaan Umum secara tertulis ;

Atau permohonan sebagai dimakgud ayat
(1) Pasal ini, Penata Sempadan atau
Kepala Dinas Peker Jaan Umum meneliti -
permohonan dimaksud dan selanjutnya di
teruskan kepada Bupati Kepala  Daersah
untuk diputuskan ; '

Apabila permohonan dimaksud dlkabulitan
bada 1jin Mendirikan Bangunan yang di-
mohonkan perubahan ditambahkan catatap
catatan perubahan atau Ijin Mendirikan
Bangunannya diperbaharui ; :

Apabila akibat perubahanidimaksud ber-
tambah besarnyg biaya, maka kepada pe-
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(5).

(1).

(2},

(3).

(1).

(2).

mohon tidak akan diperhitungkan ;

]

Ijin Mendirikan Bangunan yang diperbaha

rui atau mohon penggantian karena  hi-
lang atau rusak, dipungut sebesar -
k. 5000,~ (lima ribu rupiah}, =

Pasal 9,

Pembongkaran atau perombakan suatu ba-
ngunan harus mendapat persetujuan ter-
lebih dahulu dan dibawah pengawasan Di-
nas Pekerjaan Umum, kecuall bangunan kg
yu atau bambu ; '

Dinas Pekerjaan Umum menentukan per=-
syaratan yang diperlukan untuk pembong-
karan (perombakan)suatu bangunan ;

Blaya pengawasan pembongkaran (perombak

an). suatu bangunan dikenakan. sebesar
R. 25,~ (duapuluh lima rupiah) per m2,
B AB III, '
PELANGGARAN
Pasal 10,

Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut
oleh Bupati Daerah apabila ketentuan =
dan/atau petunjuk dalam Ijin Mendirikan
Bangunan dilanggar atau biaya yang di-
tentukan dalam ayat (3) Pasal 11  Per-
aturan Daerah inl yang harus dibayar -
oleh pemegang Ijin Mendirikan Bangunan
tidak dilunasi ; '

Sebelum suatu Ijin Mendirikan Bangunan

dicabut, kepada pemegang Ijin Mendiri -

kan Bangunan yang bersangkutan diberi -

~ kan peringaten baik lisan maupun ter-

;ulia dengan disertal alasan yang  Jje-
asg.,
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(2).

(3).

(4).

-13 -

Pasal 11.

Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangun-
an melakukan pelanggaran akan fetapl Ijin
Mendirikan Bangunan tldak dicabut, kare-
na pemegang Ijin Mendirikan Bangunan ber
sedia untuk mematuhi peringatan Penata
Sempadan, maka kepada pomegang I1jin Men-
dirikan Bangunan dimeksud diharuskan meng
ajukan permohonan pembaharuan (jin Men-
dirikan Bangunan atau secepatnya meleng-
kapl, membongkar, mengubah, dan memper-
bailki eegala sesuatunya yang tidak se-
sual dengan ketentuan dan/atau pétunjuk
dalam Ijin Mendirikan Bangunan.

Ijin Mendirikan Bangunan yang diperbaba- ..
rul karena sesuvatu pelanggaran dikenakan
biaya 1jin bangunan sebesar 2 (dua) kali
darl bilaya ijin banguman sebelumnya.

Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangun-
an yang melakukan kewajiban nntuk me-
lengkapi, membongkar, mengubah, dan mem-
perbalki segala sesuatunya, sesual de~
ngan ketontuan dan/atau petunjuk dalam
I1jin Mendirikan Bangunan, malta kewajiban
dimaksud atas perintah Bupatl Eepala Dag
rah dilaksanakan oleh suatu Team yang di
koordinir oleh Kepala Sub Baglan Keter-
tiban Umum pada Sekretariat WIlagah/Da--
rah Kabupaten Daerah Tingkat 1] Semarang
atas biaya pemegang Ijin Mendirikan Ba-
ngunan yang bersangkutan.

Pembentukan Team gebagal dimnksud dalam
ketentuan ayat (3) Pagal ini ditetapkan

oleh Bupati Kepala Dabérah.

41
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(5). Team dimsksud bertugas pula melakulan -

: pemhongkaran bangunan tanpa 4jin dsn bg | |

kerja sama dengan para petugas p«nyidik i
pelanggaran Peraturan Daerah ini. ;

Pasal 12.

(1). Apahila guatu bangunén yang telah di- |
mulai, sedang atau telah selesal didirj
kan akan tetapi pemohonnya baru mengaju
kan germohonan untuk mendapatkan 1jin
Mendirikan Bangunan atau sebelum Ijin
Mondirikan Baengunan yang diajukan ter-
bit, pemohon telah mulal mendirikan ba-
ngunan maka atas kebijaksanasan Bupatli -
Kepala Daerah, pemohon yang bersangkut-
an dapat dibebaskan darl tuntutan kare-
na pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2). Pemohon sebagal dimaksud dalam ayat (1)
Pagal ini untuk mendapatkan ljin  Men-
dirikan Bangunan dikenakan retribusl
1jin bangunan dan uang Sempadan sebesar
2 (dua) kali yang ditetapkan. dalam Per-
aturan Daerah ini.

BAB 1V,
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pagal 13.

Selama mendirikan bangunan pemegang Ijin Men
dirikan Bangunan berkewajiban :

a. Mentaatl semua ketentuan dan pﬁtunjukd;

~ tis yang telah ditentukan delam Ijin _
dirikan Bangunan yang diperoleh dan . pe~
tunjuk-petunjuk ‘yang dibarikan secara 11—
san oleh Penata Sempadan % o

i sk e
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sggéktufwaktu apabila diperikea oleh Pa-~

* pftia Sempadan dapat memperlihatkan/ me~

nunjukan 1jin Mendirikan Bangunan darl

‘bangunan yang bersangkutan ;

Memberitahuksn kepada Penata Sempadan sg
tiap kali dicapal suwatu taraf mendirikan
Bangunan yang memang perle atau harus dj
lakukan suatu pemerikssan ;

‘Mengusahakan agar urat-urat besi beserta

cetakannya seluruhnya telah disiapkan sg
belium melakukan pengecoran apabils men-
dirikan bangunan menggunakan konstruksi
kolom beton bertulang 3

Mengusahakan agar pengukuran penggalian,
pemhongkaran dan penyelidikan atas tanah
yang telah ditetapkan dalam ijin mendirj
kan bangunan diker Jakan dengan. tepat :

Segera melaporkan kecelakaan yang - ter-
Jadi ditempat atau bangunan yang roboh

atau runtuh kepada penata .Sempadan.

Setelah peker jaan selesai, bangunan - bg
ngunan, perancak-perancak dan pagar - pg
gaxr yang didirikan dipasang sementara sg
bagal penunjang bangunan yang diijinken
segera dibongkar ; ' '

Memberikan ijin képada Penata -Sampa&an

-memasnkl ruang bangunan guna pemeriksaan
- antara pukul 07.00 gampal dengen 17.00

Memperhatikan dan menyesuaikan syarat -

syarat tehnis, kebersihan dan keindahan
serta syarat-sysrat lain dalam keitannya
dengan penggunaan bahan dan alat yang ‘di.

~_atur dalam peraturan yang = dikeluarian

43




- 16 - o {

pada saat bangunan sedang didirikan atau ?
dimulai didirikan, | :

BAB V,
PENATA SEMPADAN
Pasal 1’-} .

(1). Penats Sempadan bertugas :

a. mengadakan pengawasan terhadap se-
tiap bangunan dan apabila dipandang
perlu atau karena suatu perintah Bu-
patli Kepala Daerah, mengadakan pe-
meriksaan terhadap bangunan yang ber
sangkutan ;

b. mengadakan pemeriksaan tiap-tiap ta-~
raf terhadap eetiap bangunan yang sg .
dang didirikan ; ' g

¢. menjaga dan mengusahakan agar ke~
tentuan, petunjuk, dan syarat-syarat
mendirikan bangunan dan/atau ketenty
an peraturan yang berlaku yang ber-
kaitan dengan bangunan tidak dilang-
gar oleh pemegang ijin Mendirikan
ngunan -

d, mengadakan pangukuran ditempatdimana
bangunan akan didirikan ;

e, mengadakan pemerikssan penggalian dan
penyelldikan tanah untuk mendirikan
" bangunan,

(2). Untuk menjalankan tugas sebagaimana di
maksud dalam ayat (1) Pasal ini, Penata
Sempadan diberikan surat tugas dan tan-
da pengenal oleh Bupati Kepala Daerah

(3). Aggr dapat menjalankan tugaenya dengan

W




(5).

(6).

haik; Penata Sempadan harus mengadakan

. administratif yang tertib sorta _mem-
_buat daftar pemeriksaan Ijin Mendiri -
. kan Bangunan, -dimana dalam daftar ter-

sebut tercantum catatan-catatan yang

‘berhubungan dengan tugasnya yang sudah

dan sedang ditansani H

~Segera- nalaporkan kupada ‘Bupati Képala
Daerah, yang tenbusannya disanpaikan -
ke pada Kepa{a Dinag Pe erjaan mum apa,
bila mengetahui ada pelanggaran ter-
hadap ketentuan yang ditetapkan dalam

-Peraturan Daerah ;

Penata Sempadan’ uangeluarkan surat pep
ingatan, surat perintah menghentikar -
untuk mendirikan bangunan kepada  pe-
langgar setelah mendapat persatujuandg

ri Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang

tembusannya disampaihan kepada Bupati
Kepala Daerah ;

Untuk kepentingan tugas Penata Sempaden
diberi hak. untuk memasuki suatu bangup

‘an antara pukul 07.00 8/d 17.30:

Pagal 15

Mendirikan suatu bangunan yang baru, Penata

Sempadan mengadakan pemeriksaan pada tarat-

taraf sebagal berikut :-

a. apabila pondamen batu mulal  dlker jakan
dan menjaga agar supaya garis Sampadan -

~ tidak dilanggar ;

B, apabila pasangan pondamen telah selésai;

€. apabila bangunan tembok mulai dlkerjakan,‘

#. Apabila susunan balok sebeleh atas atau
atap talah dipasans I
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Pagal 16..

Mengadakan perbaikan bansunan,'
lakukan sekurang-kurangnya dua kali -

waktu-waktu yang tertentu yang ditantukan
oleh Kepala Dinas Pckerjaan Unnl._

Paaal 17.

(1), Penelitian atas ijin nendirikan bangun—
an yang akan dikeluarkan/diterbitkandan
pemerikasaan akhir terhadap suatu bangup
an yang sudah selesal dilakukan oleh pg
ra petugas pegawas Peraturan Daerah ini,

(2). Untuk keperluan sebagai dimaksud dalam
ketentuan ayat (1) Pasal ini apabila di
pandang perlu, dapat mengadakan koordi-
2351 dengan D&naa atau 1natanai yang la

n. i

B A B VI _ B
e s I--'N g
Pasal 19.

(1). Pondasi baniunan harus memenuhi ayarat-
syarat tehnis yang diterntukan atam meny
rut petunjuk Penata Sempadan.

(2)., Apabila dalam pelaksanaan cara pembuat-e
an pondasi menurut. petunjuk yang sudah
diberikan, ternyata kuran uat makaka
pada pemegang Ijin Mendir ﬁangunan
diperkenankan membuat- pondaai densan ca
:ahiiin, asalkan menanuhi pnrsyaratan -

e Be - ]

(3). DM atas pondasi 164 t1dak boleh diair;
kan sesustu bangunan  sebelum uendﬂpat-
kan persetujuan Penata Sempadan. s
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(1).

(2).

% 19,

Setiap bangunan antsra pondasl dan  pa
‘sangan batu yang ke atas harus ada tas-

~ ram 30 ¢m di bawah lantai dan 30 cm di
‘atas lantal. =

U BAB VII. _
_PENGGUNAAN MATERIAL BANGUNAN
 Bagian Pertama
Pasangsn Batu.
Pasal 20,
Pembuatan tembok luar, tembok penangguns
tegak rumah tinggal dan gudang yang meng

gunakan batu merah, tebalnya ditentukan
sebagal berikut : :

a. Setengah batu pada bangunan tidak
. bertingkat sampai dengan tinggl tem-
bok 5,5 m dibawah peran tembok asal

menggunakan kolom beton bertulang
atau pilar ;
b, Setengah batu pada bangunan ber-

tingkat eatu asal menggunakao kolom
beton bertulang atau satu batu de-~
ngan menggunakan pilar ;
¢. Setengah batu pada tingkat-tingkat ha
wah darl bangunan bertingkat dua agal
- menggunakan beton bertulang dan ti-
dak, diperkenankan menggunakan pilar.

Pembuatan tembok luar, tembok penang -
gung tegak rumah tinggal dan gudangyang
menggunakan batu merah, tebalanyan serta
pemasangan beton bertulang atan pllar
pada bangunan bertingkat lebih clari dua
tingkat, ditentukan dalam Ijin Mendiri-
kan Bangunan, ' '
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(3). Tembok dalam dan tembok batas yang di-

- pasang lapisan balok, diperbolehkan meng
gunakan setengah batu tanpa menggunakan
beton bertulang atau pilar, asalkan se-
tiap Jjerak tiga meter terdapat pertemu-
an-pertemuan tembok (sudut),

(4). Bangunan yang dipergunakan untuk keper-

~ luan lain darl pada yang tersebut dalam

ayat (1) Pasal ini, dan dalam penggung

an bahan lain dari pada batu merah, ma~

ka ukuran minimum dan susunan tembok

dan lain sebagainya ditentukan - dalam
Ijin Mendirikan Bangunan. :

(5). Lubang yang ditinggalkan pada tembok di
atas harus diberl lengkung-lengkung pe-
nahan yang layak kecuali jlka konstruk-
sl khusus misalnya lapisan (latiew)ter-
buat dari kayu besi atau kolom beton ber
tulang yang dapat meneruskan  tekanan
aklbat baglan-bagian konstruksl yang di
atasnya pada tembok terusan di atasnya,
sehingga tidak terdapat rangka pintu
atau jendela yang harus menerima tekan-
an tadi. .

(6). Pasangan batu darl batu merah harus di-
ker jukan dalam susunan yang baik dan mg
menuhi syarat. = :

(7). Pembuatan gigi-gigl tegak pasangan batu
merah tidak diperkenankan sampai. melebl -
hi 20 1splsan, dan apablla akan diterug
kan harug dilakukan pada hari bsrikut -
nya dengan 20 lapisan lagi dan seterus-
nya sampal pada peran tembok.

(8). Apabila tembok itu dibuat dﬁri.péééﬁgah'"'
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batu sungal, tebal tembok harue dapst mg
;. menuhl syarat euatu pekerjaan yang baik,
- :dan .tebalnya sekurang-kurangnya 0,25 me- '

otera _ o
(9). Pada bangunan yang terdiri lebih dari ep
UL tw rumah  tinggal dibawah gatu atap din-

-ding tembok batas (penyekat) sntara ru-
- .- mah tinggal dimsksud masing-mesing  di-
.. buat gampai pada hubungan atap,

~ Pasal 21.

Tembok dan kolom beton bertulang tidak diper-
kenankan makin tipggl makin bertambah tebal ,
kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22.

Tembok pepahan kebakaran, dan tembok batas(pg
nyckat) dalam rumah tinggal berpatak dan ba-
ngunah semacam itu, dipasang sekurang-kurang-
nya 0,50 meter 1lebih tinggl dari pada pe-
nutup atap.,

Bagian Kedua
Kohgtrukei Kayu.
| Pasal  23. s
(1). Setia{ konstruksi kaywn untuk memenuhi
' syarat suatu pekerjaan yang balk  harus

diker Jakan menurut syarat-syarat tehnis

atas petunjuk Penata Sempadan, }
(2). Tiang pintu apebila berdiri a1 atas lan-
 tel batu atau beton, diberi sendi (neut)
- dari batu sungaei atam betom yang kokoh

- dan dipasang dengan paku besi.

(5)-.¢ians-§iﬁtu,4an Jendela dipasang yang kg
~ "kok pa & pasangan tembok dengan memakal
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(#).

(5).

(6).

(7).
(8).

(9.

- 22 =

sekurang-kurangnya dua pasang - Jangkar
atau dengan cara lain sebagal penguat.

Balok lantai dan balok. fangikat ‘tidak bg
leh dipasang langsung di atas tiang jen-
dela atau langkunf penahan, kecuall pada
tempat yang tinggl menurut petunjuk Pe-
nata Sempadan.,

Ketentuan gebagal dimaksud dalam ayat(4)
Pagal ini, dapat disimpangl apabila dj
adakan konatruksi khusus yang dapat me-
nahan tekanan-tekanan.

a. Jarak antara balok lantai diletakkan
ber jajar dan tidak boleh melebibi 0,75
-Teter, diukur dari sumbu kesumbu ba-

ok.

b. Balok lantal berhubungan satu dengam
lainnya dengan memakal jangkar  Dbesi
pada sisi sebelah menyebelah.

¢c. Apabila balck~balok itu bersambungan
saling menahan satu dengan lainnya,
maka penyambungannya menggunakan sam-
bungan besl.

d, Berat konstruksi beéi dan cara meng-
gunakan Jjangkar dilakukan menurut pe-
tunjuk Penata Sempadan, '

Tebal papan lantal aekurang-kurangnya
2,5 cm,

Apabila suatu bangunan terdiri dari bebg
rapa tingkat, maka tembok tingkat dlatag .
nya tidak boleh didirikan, sebelum laplg
an bal'ok dari tingkat dibawabnya  di-
Jangkar dan dipasang sebaik - baiknya.

a. Setiap konstruksl atap harus memenuhi_
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(10).

(11).

(1).

(2).

- 23 -

ayarat-syarat yang dltentukan oleh
Penata Sempadan, dan apabila perlu
diperkuat dengan sengkang hesi.

b. Jarak antara kuda-kuda kayu (dpan -

. ten) atau dengan konstruksi lainnya
tidak boleh melebihi 3,50 meter de-
ngan berjajar.

c. Hubungan dan garding hanya diperke-

nankan disambung di atas kuda -kuda
atau tembok pendukung.

d., Jarak antara garding tidak boleh mg
lebihi 3 (tiga) meter dengan  ber-
Jajar.

e, Hubungan siku-siku dan ikatan angin
pada konstruksi atap harus kokoh,

Apabila konstruksil kayu langsung ber-
gentuhan dengan pasangan batu, maka
ujung-ujung yang dipasang di dslam pa-
sangan batu itu harus dicat dengan air
kayu, meny atau cara bolinium.

Apabila terdapat pembebanan langsung -

dari konstruksl kayun, maka pada kons-

truksi tersebut diletakkan sepenuhnya

di atas tembok pendukung.

- ' Bagian Ketiga
PASANGAN BESI/BAJA.

Pasal 24,

- Pagangan besi/baja yang dipasang dalam

tembok yang tidak dibuat dengan adukan
semen portland, sebelum dipasang, ha-
rus dicat dua kall dengan cat meny.

Suatu rangka atap darl konstruksi besi
/ baja dengan bentang;n- lohﬁﬂﬁda:1ﬁ7
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meter, dan konstruksi atap yang letaknya
di atas kolom-kolom beton bertulang, din-
ding tembok, dan penanggung tembok diada-
‘kan perhitungan tersendiri dalam hubungap
nya dengan pembebanan. - '

(3). Penata Sempadan dapat menolak penggunaan
suatu konstruksi besi/baja yang dilakukan
oleh orang yang bukan ahli atau dianggap
bukan ahll,

Bagian Keempat
BETON
Pasal 25.

Dalam pelaksanaan membuat bangunan atau meng
adakan perhitungan untuk konstruksi dari beton
bertulang harus sesuail dengan peraturan tehnik
yang berlaku, -

Bagian Kelima
BAHGUNAN YANG MENGGUNAKAN KERANGKA
Pasal 26.

(1). Apabila suatu bangunan dibuat sebagian =«
atau seluruhnya dengan konstruksi bangun-
an rangka kayu, besi atau betom bertulang,
maka keseluruhan bangunan rangka tersebut
merupakan suatu rangkaian yang kokoh, apg
blla perlu diperkuat dengan siku-siku dan
ikatan angin,

(2). Apabila rangke bangunan sebagal dimakeud
dalam ayat (1) Pasal ini dihubungkan de-
ngan konstruksi atap atau lantal, maka
-hubungan ini dlbuat yang kokoh pula, .

(3)}. Bangunan rangka diletakkan dengan - balk
dan kokoh pada pondasi, umpah-umpak(sendi
sendi) tempat dimana bangunan tersebut dj
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(1).

(2).
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dirikan, demidcian pula p&nyamhﬂngwnnya -
pada dinding tembok.

Paaanganﬂpaaa&gan pada bangunan rangka -
diker jakan dengan baik dan apabila meng-
gunakan bangunan pasangan batu diberi
Jangkar ataw dengan cara lain sebagai peg
ngusat. X '
' Baglan Keenam

ADUKAN DARI PENGIKAT PASANGAN

Pamal 27.

Pasangan harus dipergunakan pasangan pe-
rekat sebagal berikut :

a, Untuk pasangan yang teremdam air ra-
muannya terdirl darl perekal yang ta-
han air ; :

'b. Untuk tasram menggunakan perekat de-

ngan adukan satu semen portland dan

dua bagian pasir, kemudian diplester

- dengan adukan yang sama L

¢, Untuk tembok pemutup dan rangka meng-

- gunakan perekat adukan tiruan (bas-
terd ) ;

d. Untuk pasangan tembok di atas pondamen

- menggunakan perekat adukan tiruan le-
mah ; 3 :

e. Untuk pondamen menggunakan perekat ady
kan tiruan lemah ;.

f. Untuk menanggung tembok (pllaster)meng
gunakan perekat yang sekurang-kurang-
nya sama dengan untuk pasangan tembok.

Adukan perekat kuat terdiri dari :

Satu bagian semen portland dan dua bagli-

an pasir atau satu bagian semen portland

dan satu baglan tras dan dus setengah bg
glan paeir, atau satu bagian kapur, satu




().

(%),

(5).
(6).

(7).

- 26 =

bagian tras dan dua bagian pasir atau sg
tu baglian kapur, Batu baglan traa dan 58
tu bagian pasir.

Adukan perekat tiruvan terdiri dari :

Satu bagian semen portland dan dus sete-

ngah baglan pasir atsu satu baglan semen
portland, satu baglan tras dan dua bagi-
an paglr atau satu bagian kapur, satu bg
glan semen merah dan sgatu bagian pasir.,

Adukan perekat tiruan lemah terdiri dari:

Satu baglan semen portland dan smpat ba-
fian pasir atau satu baglan semen port -
and, satu bagian tras dan lima baglen
pasir atau satu baglan kapur, satu se-
tengah tras dan empat baglan pasir, atau
satu baglan kapur, satu baglan semen me-
rah dan dua bagian pasir, atau satu ka-
pur, setengah bagian memaen portland dan
empat baglan pasir.

Adukan perekat kapur terdiri dari ¥

- Satu baglan kapur dan dua setengah bagi-
an pasir,

Iang dimaksud dengan bagian-bagian dalam
pasal ini 1a1ah takaran atau perbanding-
an.

Penata Sempadan dapat memberikan - ke~

-llonggaran kepada pemegang Ijin Mendiri -

angunan untuk menggunakan campuran

- lain dari pada adukan perekat tersebut

d1 atas dalam pasal ini sehubungan =~ de=-
nsan keadaan mutu suatu bahan, . :

5

|
|
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BaB, VIII,

LUAS DAR TINGGI RUANGAN

Pasal 28,
&)} Ruangnn suatu bangunan borlaknkatentuan-ketentuan sebagai berikut: _
Fou ] e s Cl " |Luas MINTMAL LUBANG
arnt '. MACSM RUANGAN LUAS MINIM' | TINGGI |Seiath DALAM BAY

JLUAS LANTAIL.

1. Pemnhaan besar (villa type) : _
hodan tempat penginapan. - 12 m2 2,5 m2 - 8%

Sodangka.n untuk bangunan tu-
rutan (biigebouw)eeeseesssse 8 m2 3 me 8
2. Pem k@Cilonc---.--.o. i ; 6 n2 2,5 ma 8 2
Bangunan turutan .....ee... 4= & m2 2 m2 12

6

6

Le

3. Balssum Toko I —

&2 2,5 m2 12 2z
Bangunen tum‘hm............ ' 2

na m2 12 %

4, | Bangunan umum aeperti Kantor,

P!bl‘ik, Rum Saklt..-...a. ) 12 m_a i 3,5 mz. =_. 4-2 ,% )
Be Bangunan sementara( darura'b) 6 m2 & m2 83




-'.a -

(2). Pengecualian atau hal-bal yang belum di-
.sebutkan dalam ketentuan sebagai di-
- maksud dalam ayat (1) Pasal ini terhadap

ruangat-ruangan tertentu ditetapkan da-
lam Ijin Mendirikan Bangunan,
B A B IX.
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 29.

(1). Cerobong asap atau saluran asap dibuat
dari batu beton atau bahan lain yang ti-
dak mudah terbakar,

(2). Semua konstruksl kayu, bambu dibuat ter-
plesah sekurang-kurangnya 5 cm baglan lu-
ar cerobong asap atau saluran aeap.

BAB X,

PAGAR BATAS HALAMAN, SALURAN AIR, SUMUR
ENDAPAN, SUMUR-SUMGR, DAN TEMPAT KOTORAN

Pasal 30.

(1). Sebelum pembuatan pagar tembok dam /atau
besi dimulai yang merupakan batas hala-
man antara bangunan apabila dipandang «
perlu oleh Penata Sempadan terlebih dahjp
lu didengar keterangan pemilik halaman
atas kuasenya yang berbatasan.

{(2). Ketentuan tentang tinggi pagar"dnn lain
sebagalnya yang berkaitan dengan pembuaj

an gagar ditetapkan dalam surat Keputus-
an Bu ' .

pati Kepala Daerah.
_ Pasal 31. |
‘Pemilik halaman atau kuasanya berkewajiban :

~ a, Apabila keadaan tanah dan sekitarnya me-
- - mungkinkan, mengusshakan agar supaya peng-
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© . aliran air hujan, dan air pembasuhan ke-

dalam saluran tertutup, selckan - selokan
dan lain sebagainya.

Selokan dan saluran tertutup yang ada di

halaman dijaga agar selalu dalam  keadaan

rapl, bersih dan terpelihara,

Apabila diadakan pengaliran air melaluil ha
laman tetangga disebelahnys, maka pada ba-
tas masing-masing halsman, agar diberi ru-
Jji penghalang dari besi yang Jaraknya ti--
dak boleh melebihi 5 cm, dan agar dipelihg
ra yang baik, dan dimuka ruji-ruji pada
sisl datangnyas air dibuat bak endapan yang
tertutup dengan ukuran sskurang-kurangnys
0,80 meter panjang, lebar dan dalam = di-
bawash dasar selokan.

Air hujan yang mengalir darl atap dan/atau
pancuran tidak boleh dijatuhkan ditansh -
orang laln, dijalan atau ditempst umum,

‘Papal 32,

(1). Apablla kandang, kakus, dan sumur menge-

luarkan bau yang mengganggu atau mengotg
ri tansh, ailr darl sungal, selokan ~ se-
- lokan, mata slr atau sumur yang menggung
kap untuk keperluan rumah tangga,maka p#s
-milik atau kuasanya dengan segera meng-
adakan perbalkan seperlunya, : '

(2). Apabila hal-hal tersebut delam ayat (1)

Pagal inl, tidsk dapat dihilangkan de-
ngan sempurna maks slapapun dllarang mep
pergunakan kandang, kakus dan sumur en-
dapan tersebut dan harus dimuanshkan,

~(3). Pembuatan tempat kotoran (Septictank) ha .

rus’ memperhatikan jarak dengan sumur un-
tuk-air minum sekurang-kurangnya 10 me-
ar - .
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~ Pasal 33,

Atas pertimbangan praktis, Bupati Kepala Dae-
rah dapat memberikan ijin kepada pemghon un-
tuk membuat sumur diluar garie Sempadan rorak

depan dengan persyaratan-perayaratan tertentu.

BABR XX
BANGUNAN RUSAK
Pasal 34,

(1), Apabila suatu bangunan yang mengalami ke
rusakkan atau skan runtuvh sehinggs diper-
kirakan dapat menimbulkan bahaya, maka
pemllik atau kuasanys berkewajiban se-
gera membongkar dan gselanjutnys memper -
baikinya.

(2). Penata Sempadan memerintahkan kepada pe-
millk atau kvuasanya yang bangunannya me-
ngalaml kerusakan seperti dimaksud dalanm
ayat (1) Pasal ini untuk membongkarnya -

dalem wakiu yang singkat menurut per-
hitungan Penata Sempadan.
BAB XIiI
DANG SEMPADAN DAN RETRIBUSI IJIN BANGUNAN
| ‘Pasal 35. |

(1). Besarnya uang Sempadan dan Retribusi
Ijin Bangunan maaing~maain ditetapkan
dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2). I.a.l,Untuk pembangunan suatu Industri
yang luas bangunan pabriknya lebih
darl 1000 me Sersritanns I’ata-rata

2.Untuk bangunan Industri yang - luas
bangunan pabriknya kurang dari
1.000 Sssssesineanean Ib. 250 "/ma‘
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Bangunan yang terdiri dari kons-

truksi logsm atau-beton hertulang
seperti perusahaan-perusahaan sg
dang,_hangunan kantor,kotel  villa .

- dan lain-lain pekerjaan yang se-

b,
5.

2

9.

Jenis dengan itu .... %.150, -/m2,

Bangunan yang terdiri dari tembok -

tiang kaya Jati, kolem atau pilar
LR S S R R N T R R R B Y w loc} -/Ila.

Bangunan yang terdiri dari tembok
tiang kayu, bukan kayu Jati = se~
perti; kayu Kalimantan, tabun,dll
PBssuesssBsER LGOI REDS mn 30 */Ill.?_.

Bangunan yang terdiri pondasi. din
ding tembok dan papan k. 7C,-/m2

Bangunan yang terdiri dari ponda-
81, dinding gedeg, konstruksi se-
muanya dari kayu bukan dari kayu
jati deaa s sesenb R RS Ebo_ "‘/’2.

Bangunan yang terdiri dari ponda-

si, dinding godeg, konatruksi ka-

xu TevevRnRrENENRTRTIRR S lbo 50.'/“2.

Bangunan yang terdiri dari din-
ding dan konstruksi semuanya kayu

woa ---c.g_t_.oo---ooqooqgo &o_“O."/‘zc
8.
7 umpak, dinding gedeg konstroksi -

Bangunan yang terdiri dari dasar
kﬂyu tesseevsssisvsne Mo 30."/“2.

Bangunan yang terdiri dari dasar
umpak, dinding dan konstrukeianya
dari bambu sssoscnesans bo 20""/-2

II Untuk pembuntan ‘Ainduk bangunan - bangunan
baru atau bagliannya yang bertin kat satm
. atauw lebih dikenakan biaya 50 % daril pnda
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iv,
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ﬂSuh I a dan b menturut masing-masing lnaa
_dan«jenis pekeriaanny&.

Untuk pembuatan bangunan tambahan saperti,
dapur, kamar mandl/WC, kadang~kadang dll
dikenakan tarip seperti tersebut di atas;
menurut luas dan jenls pekerjaannya,

Untuk perbaikan-perbaikan berat pada . ba-

%unan-bangunan tersebut dalam Sub, I,II,
"III., dikenakan 50% dari jumlah - jumlah
yang ditentuksn bagl peker jaan tersebut
menurut ukuran bagian pada bangunsan i
diperbaikl, hanya perhitungan luas tidak -
sampal pada tritis.

Untuk pembuatan bangunan-bangunan tersgebut
dibawah ini dikenakan biaya sebagal ber-
ikut @ '

a, Bagl pembuatan got-got, rocl-reol atau
galuran air dalam pipa ditanam dalam
tanah, pagar-pagar dari logam atau tem
bOk I RN R N R R RN &30 50.“/‘2.

b. Bagl pembuatan pagar dari kayu dengan
kawat berduri cassvanseve 'b. 30 -/'20 .

¢, Bagl pembuatan tembok penahan/turap ..
_'_t't&co..oa- bt 50 -/m2, .

d. Bagil pembuatan-halaman yang diplester,
tempat Jemuran padi, lapangan ' tenis ,
atau pekerjaan yang aojenis dengan 1tu

..I.l..i..l.........l‘.-. b. 50.

L B B N N NN NN

e¢. Kabel tanam atau pipa instalasi air ni

V1.

‘num/gas yang ditanam dalam tanah ....,.
(EE RN N R ENNEEE NN RN RN N lbl 30"'/’2.

Bagi ‘pembuatan jembatan dikenakan hiaya
“msebagal berikut :. -

* a. Jembatan yang dibuat dari 1ogam _atau
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'betbn eV EPsPVETEGREEI IR S ho Zdo;—/m2.

5. Jembatan yang dibuat derl pasangan bg
- tu/batu atau kayu jati.. B. 100, ~-/m2.

c. Jembatan dari kayu, bukan dari kayu
_jati LR I I I I N N RN IO A S mo 50gf/m2l

VII, Untuk pembuatan Jalan dikenakan btiaya sg
bagal berikut :

a. Jalan yang diaspal (sempurna} .......
LA A R R T O S S S wo 1C|0'-/m21

b, Jalan yang digilas dengan mesin gilam
tidak diaspal ...eveeveee B -?B,f/mZ,

VIII.Bagl pembuatan taman dikhususkan bagi by
ngunan~bangunan yang arealnya luss g0~
perti

Industri, perkantoran, komplek hctel dan

Untuk 1tu dikenakan biaya., B. 50,~/m2,

(3). Retribusi 1jin bangunan ditentuken se-
bagai berikut :

a. Bangunan Pemerintah (Pusat/laerah) bg
dan-badan keagamsan/soglal, btangunan
umum lainnya yang tidak termasuk da-
lam huruf b s/d g dikenakan 0,5% dari
rencana anggaran biaya (RAB) tangunan
Yang bersangkutan.,

b..I. Rumah tinggal yang R.A.B antara -
B, 2,5 juta dikenakan 0,25% dari
R.A.B bangunan yang.bersangkutag.

IT. Rumah tinggal yang R.A.B - antarsa

Be 2,5 juta s/d E. 5 Juta dikena -

- kan 0,75 % dari R.A.B bangunan yang
. “bersangkutan, R '
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I1I. Rumah tinggal yang R.A.B antara B.5
Juta s/d K. 7,5 Juta dikenakan 1 %
darl R.A.B bangunan yang bersangkut
an,

IV, Rumah tinggal yang R.A.B di atas -
: B. 745 Juta dikenakan 1,5 ¥  dari
R.A.B bangunan yang bersangkutan :

c. Toko, Rumah Makan, dan kiosk dikeng
kan 0,30 % darl rencana anggaran bl
aya (R.A.B) bangunan yang bersangku}
an- .

d, Gudang, bioskop, Hotel dan Losmen -
dikenakan 0,50 % dari rencama ang
garan bangunan yang bersangkutan,

e. Industri yang luas bangunannya ku-
rang darl 500 m2 dikenakan 0,60% dg
ri rencana anggaran biaya (R.A.B) -
bangunan yang bersangkutan,

f. Industrl yang luas bangunannya 500
m2 - 1,000 m2 dikenakan 0,7%¥ dari
rencana anggaran biaya (R.A.B) Dba-
ngunan yang bersangkutan.

g€. Industri yang luas bangunannya 1,000
m2 ke atas dikenakan 1% dari R.A.B
“bangunan yang bersangkutan.

(4). Perhitungan rencana anggaran blaya
(R.A.B) suatu bangunan ditetapkan de~
ngan Surat Keputusan Bupatl Kepala Dag
rah. ' : :

{(5). Semua pungutan yang tercantum dalam -
- " Ijin Mendirikan Bangunan disetor ke
Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang oleh pemohon/pemegang  Ijin
Mendirikan Bangunan yang bersangkutan,
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. (6). Bangunan. yang didirikan oleh Pemerintah -
-~ f(Pusat/Daerah), badan keagemasn / sosial,
Bangunan terkena pemugaran karena' pelebep
an jalan atau karena adanya pantuan bilaya
" dari Pemerintah (Pusat/Daerah) dan bangup
‘" ‘an yang dipergunakan untuk rumah -tinggal
’ vénf;ﬁéﬁdhonﬁya-dianssap-kurang.mampn. By
patl Kepala Daerah dapat membebagkan dari
suatu: jumlah tertentu, sebagian atau se-~
luruhnya dari biaya-biaﬁa yang ditentukan

dalam ayat (2) dan (3) Pasal iasd, -

(7). Besar uang sempadan dan Retribusi Ijin Bg
.- pgunan sebagal yang tercantum dalam_ ayat
(2) dan (3) Pasal ini sdalah jumlah ter-
tinggl yang dapat dipungut dan kenaikan -
nya dilasksanakan secara bertahap yang pe-
ngaturannya dilakukan dengan Keputusan By
pati Kepala Daerah. - g

. BAB XIII. - s
ot et 0 Pasl, 365 _  _:”;f, _
(l);beﬁ¥idik§#"@§fha§§  pelanggaran stas - ke~

. tentuan-ketentuan Peraturan Daersh inl d}
' lakykan Juga oleh Kepala. Dinas: .Pekerjaan
" Umum/UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Hukum

Eada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten
asrah Tingkat II ‘Semarang.

(2), Untuk mengetahul adanya pelanggaren - pe-
langgaran, pejabat-pejabat tersebut dalam
ayat (1) §a3a1 inl berbak memasuki bangup .

. an-bangunan yang sedang dalam pembuatan -
. atau-tidak ‘didiami, antara pukul ~  07.00
. - sampal dengan pukul ‘17,00 dan jugs halamap
- ‘halaman dan atau Bangundn yang didiami ap .

~ tara pukul 07.00 sampai pukul 17,00, asal .
kan selambat-lambatnya setengah jam ge-
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-1;belumnya hal itu dibaritahukan kepada pe-
milik dan/atau penghuni bangunan yang beyp .
_sangkutan.

(3). Pemilik dan/atau penghuni ban;unan, dan
halaman yang bersangkutan ‘barkewajiban
memberi 1jin masuk kepada Ps abat-pejabat
sebagal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini,

(4). Biaya paksaan hukum dihabankan kepada pe-
langgar,

£5). Petugas yang melakukan penyidikan . ter-
hadap pelanggaran Peraturan Daerah ini di
serahl pula untuk mengaiasi . - pelaksanaan
Peraturan Daerah ini, :

BAB x1v
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37.

(1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini 'dilaku-
kan oleh Dinas Pekerjaan: Umum.

(2). Pengawasan atas pelaksa

rah ini dilakukan oleh Bagian Hukum,

- an Umum pada Sekretariat Wilayah / ﬁaerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Samarang di-

"atur lebih lanjut dengan Keputusan upati
Kepala Daerah _

 BAB XV s
 KETENTUAN PIDANA .. i
Pasal 38.

\ nssaran atas ketentuan sahagai dimaksud dg
I (1), ayat (2) Pasal 2 Peraturan  Daeg-
rah ini da t dihukim dengan pldana kurungan -
aelama-lamuuya 3 (tiga) bulan dan atau dikena-
kan denda: gebanyak-ban a,kn:m 3.25 000 - (dua
puluh 11ma ?ihu ‘rapl ah¥
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‘BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39.

(1), Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini
apabila permohonan I1jin Mendirikan Bangup
an sudah diajukan dan syarat-syarat admi-
nistrasi/keuangannya belum atau audah
lengkap/lunas, maka kepada pemohon  yang
bersangkutan berlaku ketentuan Feraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/P4/1956.

(2). Pemilik Bang:nan yang belum memiliki Ijin
Mendirikan Bangunan, yang bangunannya di-
dirikan sebelum atau pada saat berlakunya
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
1/Pd/1956 pelaksanaannya dan syarat-syarat
adminigtrasi untuk mendapatkan Ijin .Mep
dirlkan Bangunan diatur dengan Surat Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah. s

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pagal {0,

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daarahiini
akan ditentukan kemudian,

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daeran ini,mg
ka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
tanggal 26 Maret 1956 Nomor 1/Pd/1956 tep
tang Membuat dan Membongkar Bangusan dan
segala peraturan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak bep
laku lagi.
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(2). Peraturan Daerah Ilni mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980, -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH  TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

Seis R O

KETUA

ttd o ttd
(SIPAR HARDJO SOEMARTO) (Ir . SOESMONO MARTOSISWOJO)

Dipyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21
Maret 1981 Nomor 1883%/74/1981. ;

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupg
ten Tingkat II Semarang Nomor 9 tanggal 9 Ap-
ril 1981 Seri B Nomor 6.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

Drs. BAMBANG SRIWEDIYOKO

- NIP. 01002674,

.,nééd.ﬂ
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PENJELASAN UMUM
0w | ATAS i -
‘PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAE TINGKAT II
- SEMARANG - -
Fu IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
1. PENJELASAN UMUM, |

Sejak tahun 1956 gaitu saat berlakunya
sampal dengan tahun 1980 Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang nomor 1/Pd/1956¢ tentang
‘membuat dan Membongkar Bangunan baruv mengsa-
lami perubahan sekali, yaitu dengan Peratup

~ an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lI Sema-
rang nomor 3 tahun 1976.

Delam Peraturan Daerah ini diatur sebg
gian besar ketentuan-ketentuan yang tidak
sesual lagl dengan perkembangan keadaan Dag
ﬁath§ng sudah memasukl tahun kedua Pelita

e III. '

Berhubung ‘dengan hal tersesbut di atas,
lebih efektif apabila Peraturan Daerah ter-
sebut digantl dengan suatu Peraturan Dasrah
yang baru yang disesualkan dengan porkemba-
ngan keadaan serta kemajuan tehnclogi, yang
menetapkan persyaratan-persyaratan tehnis -
yang dapat dipertanggung jawabkan dan sa-

, ngat diperlukan bagi keamanan penghuni ba-
ngunan ataupun masyarakat, di samping me-
ngindahkan sunggubh-sungguh atas hal-hal atau
persyaratan yang berhubungan dengan ke~
berslhan, keindahan, kegehatan dan rencana
pembangunan Daerah, Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya sangat diperlukan kaorjasama
dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan

- Instansi lain yang ada kaitannya dengan ma-

- @alah bangunan, Perencanaan Daerah, kesehat
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an dan lain sebagalnya.

Peraturan Dasrah tentang Ijin Mendir}
kan Bangunan ini ditetapkan berlaku untuk
selurubh Daerah, ketentuan wmana tidak di-
tetapkan demikian dalam Peraturan Daerah -
yang berlaku sebelumnya. :
Peraturan Daerah ini pada dasarnya menenty
kan bahwa suatu permohonan Ijin Mendirikan
Bangunan dikelola oleh Dinas Peker jaan
Unum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
baik yang menyangkut tehnis bangunan mau-~
pun administratifnya dan diharapkan dapat
diselesalkan/diproses dalam suatu jangka
waktu yang relatif singkat, sehingga arti
pelayanan kepada masyaraka£ dengan sebalik-
balknya sudah terwujud.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

k: Pagal 1 s/d 40 : Cukup jelas.
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